
GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA 
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA 

DI PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam upaya pemberian keringanan dan 
pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor dimasa pandemi Covid-19, telah 
ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2021 
tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua 
Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kedua di Provinsi Kalimantan Barat; 

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring clan evaluasi yang 
dilakukan oleh BAPENDA, terhadap pembebasan Sanksi 
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, perlu 
diperpanjang masa berlakunya. Untuk itu dipandang perlu 
melakuka.n perubahan terhadap Peraturan Gubernur 
Nomor 170 Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Pera.turan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi 
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendara.an Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea 
Balik Nama. Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi 
Kalimantan Barat; 

1. Pa.sal 18 ayat (6) Undang-Undang Da.sar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 
1106); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
9); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembara:n Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Pera:turan Da:erah Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, 'Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua: 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 
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Menetapkan 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

11.  Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Betita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Betita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13); 

12. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat (Betita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2019 Nomor 66); 

13. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 
Nomor 29); 

14. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2021 tentang 
Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua 
Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Betita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 170); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 
BERMOTOR KEDUA DI PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pembebasan 
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di 
Provinsi Kalimantan Barat (Betita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 
Nomor 170) diubah sebagai berikut: 
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Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

Pernberian pernbebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua serta BBNKB 
Kedua diperpanjang rnasa berlakunya selarna 1 (satu) bulan terhitung rnulai tanggal 1 
Oktober 2021 sarnpai dengan tanggal 31 Oktober 2021. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal A 

UBERNUR KALIMANTAN BARAT, I 

Diundangkan di Pontianak 
Pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
P VINSI KALIMANTAN BARAT, 

MUEL 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR \ 


